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I. UMUM 

Dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan 
bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan 
prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), maka 
PNS sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada 
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap 
disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan 
tugas.  

Untuk menumbuhkan sikap disiplin PNS, pasal 30 Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
mengamanatkan ditetapkannya peraturan pemerintah mengenai 
disiplin PNS. Selama ini ketentuan mengenai disiplin PNS telah diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian peraturan pemerintah 
tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan, 
karena tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini.  

Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral 
tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat 
dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat 
menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas 
serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem 
karier dan sistem prestasi kerja. 

Peraturan . . . 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


 

 
 

 

 

 

 

 

 

- 2 - 

Peraturan Pemerintah tentang disiplin PNS ini antara lain 
memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat 
dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. 
Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang 
telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai 
sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri 
pada masa yang akan datang. 

Dalam Peraturan Pemerintah ini secara tegas disebutkan jenis 
hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran 
disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang 
berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam 
menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan 
kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah 
ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini. 

Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, 
sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang 
dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan 
latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan.  

Kewenangan untuk menetapkan keputusan pemberhentian bagi 
PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan berdasarkan 
Peraturan Pemerintah ini. 

Selain hal tersebut di atas, bagi PNS yang dijatuhi hukuman 
disiplin diberikan hak untuk membela diri melalui upaya administratif, 
sehingga dapat dihindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam 
penjatuhan hukuman disiplin. 
 
 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

 
Pasal 2 

Cukup jelas. 
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Pasal 3 
Angka 1 

Cukup jelas. 
 
Angka 2 

Cukup jelas. 
 

Angka 3  
Yang dimaksud dengan “setia dan taat sepenuhnya kepada 
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 
Pemerintah” adalah setiap PNS di samping taat juga 
berkewajiban melaksanakan ketentuan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan 
negara dan Pemerintah serta tidak mempermasalahkan 
dan/atau menentang Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 
Angka 4  

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” 
adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. 

 
Angka 5  

Yang dimaksud dengan “tugas kedinasan” adalah tugas yang 
diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan 
dengan: 
a. perintah kedinasan; 
b. peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian 

atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian; 
c. peraturan kedinasan; 
d. tata tertib di lingkungan kantor; atau 
e. standar prosedur kerja (Standar Operating Procedure atau 

SOP). 
 
 Angka 6 . . . 
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Angka 6 
Cukup jelas. 
 

Angka 7  
Cukup jelas. 

 
Angka 8  

Yang dimaksud dengan “menurut sifatnya” dan “menurut 
perintah” adalah didasarkan pada peraturan perundang-
undangan, perintah kedinasan, dan/atau kepatutan. 

 
Angka 9  

Cukup jelas. 
 

Angka 10  
Cukup jelas. 
 

Angka 11 
Yang dimaksud dengan kewajiban untuk “masuk kerja dan 
menaati ketentuan jam kerja” adalah setiap PNS wajib 
datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan 
jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena 
dinas. Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan 
kepada pejabat yang berwenang.  

Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung 
secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam 
sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. 

 
Angka 12 

Yang dimaksud dengan “sasaran kerja pegawai” adalah 
rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang 
pegawai yang disusun dan disepakati bersama antara 
pegawai dengan atasan pegawai. 

 
 

Angka 13 . . . 
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Angka 13 
Cukup jelas. 

 
Angka 14 

Yang dimaksud dengan “memberikan pelayanan sebaik-
baiknya kepada masyarakat” adalah memberikan pelayanan 
kepada masyarakat yang berkualitas, cepat, mudah, 
terjangkau, dan terukur, sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

 
Angka 15 

Cukup jelas. 
 

Angka 16 
Yang dimaksud dengan “memberikan kesempatan kepada 
bawahan untuk mengembangkan karier” adalah memberi 
kesempatan kepada bawahan untuk meningkatkan 
kemampuan dalam rangka pengembangan karier, antara lain 
memberi kesempatan mengikuti rapat, seminar, diklat, dan 
pendidikan formal lanjutan. 
 

Angka 17 
Cukup jelas. 
 

Pasal 4 
Angka 1 

Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan wewenang” 
adalah menggunakan kewenangannya untuk melakukan 
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan 
pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai 
dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. 

 
Angka 2 

Contoh:  
Seorang PNS yang tidak memiliki wewenang di bidang 
perizinan membantu mengurus perizinan bagi orang lain 
dengan  memperoleh imbalan. 

Angka 3 . . . 
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